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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)” bertujuan untuk
mengetahui kesiapan hukum di Indonesia dalam mengatur cara pemulangan tersangka
tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain; mengetahui pelaksanaan
tugas KPK terkait pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri
ke negara lain dan mengetahui hambatan yang ditemui KPK dalam melaksanakan
tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif
analitik. Data diperolen menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan
penyidik KPK. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, pertama, hukum di
Indonesia telah secara memadai mengatur cara pemulangan tersangka tindak pidana
korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Beberapa aturan yang telah ada yaitu:
UNCAC yang diratifikasi UU No 7 Tahun 2006; UNTOC yang diratifikasi UU No 5
Tahun 2009; pengaturan Mutual Legal Assistance melalui UU No 1 Tahun 2006;
Pengaturan Lembaga Ekstradisi melalui UU No 1 Tahun 1979; Pengaturan
Pencegahan dalam Keimigrasian diatur dalam UU No 6 Tahun 2001; dan Pengaturan
Kewenangan KPK dalam UU No Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU
No 19 Tahun 2019. Kedua, upaya formal maupun informal dilakukan KPK dalam
pelaksanaan tugas pemulangan tersangka tindak pidana korupsi. Upaya secara formal
dilakukan dengan menerbitkan sprindik; pencekalan; menerbitkan DPO,;
membekukan harta kekayaan tersangka koruptor; mengajukan red notice; dan melalui
MLA (Mutual Legal Assistence) dan ekstradisi. Upaya informal melalui diplomasi
dengan memanfaatkan jaringan KPK (agensi-agensi), meminta kesediaan koruptor
untuk sukarela kembali ke Indonesia serta memanfaatkan kedutaan-kedutaan untuk
melacak buronan korupsi. Ketiga, hambatan KPK dalam melaksanakan tugas
pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain,
antara lain: ketiadaan perjanjian ekstradisi; perbedaan sistem hukum; masalah
kerahasiaan bank (bank secrecy); efektifitas kecepatan waktu bantuan MLA dan
ekstradisi yang diharapkan; serta asas Non-Retroaktif.

Saran penelitian yaitu sebagai langkah antisipatif, pelaku korupsi selayaknya dicekal
KPK sejak berstatus sebagai tersangka. Perlu penelusuran dan penyitaan harta
kekayaan serta pemblokiran rekening milik koruptor oleh KPK. Koordinasi antara
KPK dan instansi lainnya perlu diperbaiki kembali dan juga harus diantisipasi
kemungkinan kebocoran rencana pencekalan ke pihak pelaku.

Kata kunci: Pemulangan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Luar Negeri, KPK
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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
terhadap Anak di Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Semarang)”
bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penganiayaan terhadap anak, yang dilatar belakangi oleh tingginya angka kasus
penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Legalitas perlindungan anak
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada
faktanya, anak masih kerap kali menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh
pihak keluarga maupun oleh orang lain, sehingga perlu adanya perhatian khusus
dalam penegakannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer
diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan anak yang menjadi
korban atau saksi korban sebagian besar secara fisik dan mental belum dikatakan
stabil, oleh karena itu dalam penerapan hukumnya penyidik memerlukan dukungan
psikologis anak dari keluarganya agar penyidikan dapat berjalan efektif. Berdasarkan
wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa pihak
kepolisian menjamin perlindungan hukum terhadap anak agar dapat terpenuhinya
hak-hak anak yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga
dalam penegakannya peran penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini pihak
kepolisian (penyidik) baik diskresi kepolisian, pelaksana diversi, maupun faktor
pendukung lain dalam penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik
mengalami beberapa hambatan dalam penegakan hukum, yaitu sarana kurang
memedai dan keterbatasan waktu, biaya relatif mahal, serta korban yang kurang
cakap berbicara.

Saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat adalah Penyidik di Polrestabes
Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus
lebih berkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak antara pihak korban maupun
pihak saksi korban dan keluarganya agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan
penegakan hukum di tingkat penyidikan, penyidik di Polrestabes Semarang yang
menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus mengutamakan
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana
(KUHAP) agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang lakukan penyidik
saat melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Kata Kunci : Penyidikan, Penganiayaan, Anak
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